BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 3(4 /2023

TENTANG
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
BUPATI TABALONG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2)
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun
2022 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, perlu dibentuk
Sekretariat Pegawai Negeri Sipil;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Tabalong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9),
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2756);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
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Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor
36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3258), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 5772);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan
Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri
Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5298);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan
Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6205);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009
tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan
dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi,
Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik
Pegawai Negeri Sipil, Serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 87);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 166);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
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13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor
05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2021 Nomor 03);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun
2022 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 08,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
05);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
07);

16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Membentuk Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dengan
susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi
pada kegiatan Penyidikan, operasional penyidikan penegakan
Peraturan Daerah (Perda) dan Undang-Undang;

b. melakukan pendataan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);

c. menyusun pedoman standar operasional penyidikan, teknis
penyidikan dan administrasi penyidikan bagi PPNS;

d. memberikan rekomendasi kepada Bupati dalam menyusun
Perda terkait dengan Penyidikan tindak pidana Pelanggaran
Perda dan Undang-Undang;

e. memberikan rekomendasi kepada Bupati terkait kebutuhan
PPNS di Daerah berdasarkan luas Daerah, tingkat
kerawanan dan kepadatan penduduk di Daerah;

f. melakukan koordinasi dengan Instansi Penegak Hukum

lainnya;

memfasilitasi administrasi PPNS; dan

menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala

kepada Bupati dalam waktu 6 (enam) bulan sekali.
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KETIGA :  Organisasi Sekretariat PPNS bersifat Permanen Non Struktural
yang berkedudukan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Kabupaten Tabalong.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten
Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.

KELIMA . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 10 2uYy 29273

BUPATI TABALONG \7%
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Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG

NOMOR 188.45/ 3

TANGGAL 10 Dyl “20232

/2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI JABATAN DALAM TIM | KET
1. | Bupati Tabalong Pembina I
2. | Wakil Bupati Tabalong Pembina II
3. | Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong Pengarah
4 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan ot

* | Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong
Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan <
2 Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong DERFELIES
Kepala Bidang Penegakan Peraturan
6 Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Koordinator
" | Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Operasional
Kabupaten Tabalong
7 Kepala Urusan Bidang Operasional Kepolisian | Koordinator Teknis
" | Resor Tabalong Penyidikan
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8. Kabupaten Tabalong Auggota
Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan
% Pariwisata Kabupaten Tabalong Anggota

10. | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong Anggota

11. | Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tabalong Anggota
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,

12. | Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Anggota
dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

13, Sipil Kabupaten Tabalong Anggota
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

14 Desa Kabupaten Tabalong fngeota
Kepala Dinas Penanaman Modal dan

15. | Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Anggota
Tabalong
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan

16. | Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Anggota
Kabupaten Tabalong
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten

I'7. Tabalong Anggota
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

s Kabupaten Tabalong Aerggota
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataaan

19. Ruang Kabupaten Tabalong AEROEA
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten

20. Tabalong Anggota
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

23, Tabalong Anggota

22. | Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Anggota

Permukiman Kabupaten Tabalong
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NO JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI JABATAN DALAM TIM
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan,
23. | Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Anggota
Tabalong
Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
s Kabupaten Tabalong Anggota
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
23, Kabupaten Tabalong Anggota
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
20 Daerah Kabupaten Tabalong Saggota
27, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Anggota
Tabalong
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
8. Daerah, Penelitian dan Pengembangan Anggota
Kepala Badan Kepegawaian dan
29. | Pengembangan Sumber Daya = Manusia Anggota
Kabupaten Tabalong
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
i Kabupaten Tabalong Angeota
Kepala Badan Penanggulangan Bencana
81 Daerah Kabupaten Tabalong Anggota
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
s Kabupaten Tabalong Anggoma
33. | Muhammad Joko, S.IP, MM Anggota
34. | Muhammad Yusuf, SKM Anggota
35. | Akhmad Riadhi, A.Md Anggota
36. | Ilham Asryarul Hakim, A.MD Anggota
37. | Samsu Alam, ST Anggota
38. | Subhan, S.Hut, MT Anggota
39. | Ir. Rowi Rawatiance Anggota
40. | Muhammad Yasier, S.AP Anggota
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